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Abstract
This article aims to provide an overview of factors influence the interpretation of the effectiveness of conservation policy implementers Sandalwood (Santalum album L) in the district of South Central Timor (TTS) East Nusa Tenggara (NTT). Explanatory research design using survey. Sampling technique is stratified sampling, with a size of 145 respondents. Researchers also determined several key persons from various community groups and also from the head of the forest service, the head of the planning department at Sub forestry service, and chief of the office of South Central Timor regency service plan (Bappeda). While the techniques of data collection techniques include questionnaires, observations, interviews, and documentation. Influence the interpretation of the effectiveness of the conservation of sandalwood tested using path analysis. Research conclusion is, the interpretation of policy implementers sandalwood is not maximized in enhancing the effectiveness of conservation Sandalwood. The results also show that there are other factors that need attention if the effectiveness of conservation the of Sandalwood to be improved, the factors of community participation  and the factor values  are valid, both executive officers and the community.
Keywords: Interpretation, Implementation, Effectiveness, Conservation, Sandalwood (santalum  album L).
1. Pendahuluan

Cendana (santalum album L) merupakan tanaman penting di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan tanaman yang diprioritaskan dalam pembangunan kehutanan  karena nilai ekonomi dan berdasarkan pertimbangan keanekaragaman hayati. Tanaman Cendana juga merupakan tanaman hutan yang dahulu menjadi penyumbang pendapatan asli daerah (PAD), sampai dengan tahun 1997/1998 masih memberikan kontribusi terhadap PAD Kabupaten TTS sebanyak Rp.797.000.000.- atau 9,48 % dari total PAD (Dispenda Kab.TTS,2008).  
Pemanfaatan yang terus menerus menyebabkan populasi pohon cendana menyusut dengan cepat, karena tidak ada keseimbangan antara laju kecepatan pengurangan areal hutan cendana dengan jumlah pohon yang ditanam kembali ditambah kecepatan reproduksi alamiah dari tegakan.

Pengembangan pembudidayaan/pelestarian pohon  cendana bentuknya bermacam-macam,  yang kesemuanya melibatkan tindakan yang dapat mempengaruhi populasi cendana, salah satunya  adalah dengan artificial (campur tangan), melalui silvikultur yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun oleh pihak swasta (Sinlae dan Lango, 2002:5). 

Menurut Rohadi et al (2002: 170) menyatakan bahwa cendana mempunyai banyak manfaat ekonomis antara lain:

1. Dalam bentuk gelondongan dapat dimanfaatkan untuk membuat mobiler (kursi, meja, lemari dan berbagai asesoris)

2. Karena baunya sangat wangi, maka minyak cendana digunakan sebagai minyak cendana dan bahan baku parfun.

3. Serbuk cendana dipakai sebagai dupa (biasanya digunakan jika ada upacara kematian. Dan banyak lagi kegunaan lainnya, sehingga cendana memiliki nilai ekonomis sangat tinggi. Saat ini harga cendana bisa mencapai 50 ribu rupiah perkilogram.
Mengingat nilai ekonomis yang cukup tinggi tersebut, cendana kemudian dieksploitasi secara besar-besaran baik oleh pemerintah maupun oleh rakyat secara keseluruhan. 
Praktik eksploitasi Cendana di Kabupaten Timor Tengah selatan (TTS) sudah lama berlangsung, Seperti yang disampaikan oleh Widiyatmika yang dikutip dari Rohadi et al (2002:195) disebutkan bahwa pada awalnya seluruh cendana yang ada di pulau Timor dimiliki oleh Raja, selanjutnya Raja menunjuk “Tuan Tanah” (fetor atau uis pah) untuk mengawasi produksi cendana yang ada di daerah. Tuan tanah ini kemudian ditunjuk menjadi ketua adat untuk memelihara dan mengamankan pohon-pohon cendana yang ada dan melakukan upacara ritual jika akan dilakukan pengambilan cendana. Hasilnya kemudian adalah akar cendana diberikan kepada Raja, batang kepada Tuan Tanah, dan ranting kepada pemilik pohon cendana (Ormeling dalam Rohadi, 2002:196).

 Berbagai upaya yang ditempuh melalui kebijakan bertujuan untuk membudidayakan cendana, namun kebijakan tersebut belum dapat memberikan hasil yang menggembirakan, diantara kebijakan tersebut adalah:

(1) Peraraturan Daerah (Perda) Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 6 tahun1996 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur nomor 16 tentang cendana.
(2) Intruksi Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 tahun 1997 Tentang Larangan Penebangan Pohon Cendana. 

(3) Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 25 tahun 2001 tentang cendana.
Salah satu perubahan yang sangat mendasar dari Perda Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 25 tahun 2001 tentang cendana adalah menyangkut kepemilikan pohon, dimana dalam perda 25/2001 ini telah mengakui kepemilikan pohon cendana yang dimiliki oleh para petani/masyarakat. Disebutkan bahwa tanaman cendana yang tumbuh di lahan pemerintah dimiliki oleh pemerintah, tanaman cendana yang tumbuh pada lahan swasta dimiliki oleh swasta, dan pohon cendana yang tumbuh pada lahan masyarakat dimiliki oleh masyarakat. Hal ini merupakan langkah maju dalam pengelolaan cendana di masa depan, persoalannya kemudian terletak pada kemampuan aparat pelaksana kebijakan dalam menindaklanjuti Perda No.25/2001 kedalam program upaya pelestarian.
Menafsirkan kebijakan yang bersifat strategis menjadi kebijakan yang bersifat operasional  dalam bentuk  program/proyek yang konkrit dan jelas serta dapat dilaksanakan merupakan tugas yang sulit bagi implementor (pelaksana) kebijakan. Sebagaimana halnya dalam melakukan interpretasi Peraturan Daerah (Perda) menjadi program/proyek yang dibuat oleh satuan kerja pemerintah daerah (SKPD). Tugas utama seorang implementor kebijakan sesungguhnya adalah melakukan  menginterpretasi sesuai dengan tujuan kebijakan  agar program yang dibuat oleh mereka menjadi lebih operasional dan siap dilaksanakan.  Pentingnya interpretasi dalam implementasi, dinyatakan oleh White et al (2008); Besley (2010), yang menyatakan  Keberhasilan implementsi kebijakan kemungkinan jarang bisa terwujud jika kebijakan belum jelas dipahami oleh aparat pelaksana, oleh karena itu syarat utama adalah memahami kejelasan kebijakan. 

Kebutuhan utama bagi keberhasilan pelaksanaan kebijakan adalah mereka yang akan melaksanakan kebijakan harus tahu apa yang seharusnya mereka lakukan. Jika kebijakan ingin dilaksanakan secara tepat, maka arahan dan petunjuk pelaksanaan tidak hanya diterima tetapi juga harus dipahami secara jelas oleh implementor (Jones and McBeth, 2010). Jika syarat ini tidak dipenuhi, maka mereka akan mengalami kebingungan, bahkan bisa berbeda pendapat dengan keputusan pada tingkat diatasnya.  Menurut Allin (2008); Matheson (2009); Kochtcheeva (2009); Marsh and Mc Connell (2010), masalah yang paling mendasar dalam penerapan kebijakan adalah bagaimana memindahkan suatu keputusan ke dalam kegiatan yang dapat dioperasikan.  Kejelasan pesan dapat menjembatangi jurang pemisah diantara keputusan dan kegiatan yang dapat dikerjakan. Interpretasi merupakan tindakan dalam kebijakan akan menghasilkan kebijakan turunan (derivation) yang operasional.  Beranjak dari  kebijakan turunan ini, maka akan menjadi petunjuk bagi pelaksana kebijakan untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan bagi terlaksananya program sesuai dengan  tujuan implementasi kebijakan. Pemahaman, arahan, dan petunjuk secara lengkap, tepat dan jelas terhadap kebijakan merupakan unsur-unsur penting yang harus diperhatikan dalam menginterpreasi suatu kebijakan. 
Berdasarkan pandangan di atas jelas menunjukkan salah satu dimensi penting dalam implementasi kebijakan adalah kegiatan menginterpretasi. Interpretation (menafsirkan) bertujuan agar program menjadi rencana yang konkrit dan jelas serta dapat dilaksanakan. Birokrasi pemerintah yang berperan sebagai organisasi pelaksana perlu menginterpretasikan kebijakan agar lebih operasional dan siap dilaksanakan, dalam hal ini kebijakan dirumuskan sebagai program/proyek kemudian proyek dijabarkan menjadi kegiatan, sehingga para pelaksana di lapangan dapat bertindak sesuai dengan tujuan kebijakan tersebut. Kenyataan yang sering ditemui adalah terjadinya inkonsistensi dalam menginterpretasi sehingga menyebabkan masalah tidak bisa dipecahkan.

Kadangkala terdapat  program yang telah  diimplementasikan, namun program tersebut mengalami kegagalan, karena  para pelaksana tidak belajar dari pengalaman kegagalan program sebelumnya,  sehingga otomatis implementasi kebijakan juga mengalami kegagalan. Salah satu penyebabnya adalah program tersebut lebih mencerminkan suatu konsensus saja dan tidak mengindahkan keyakinan yang sesungguhnya akan keberhasilan program artinya proses interpretasi dari tujuan kebijakan tidak terkait langsung dengan tujuan yang sesungguhnya dari kebijakan.
Interpretasi juga perlu melibatkan lembaga antar pemerintah (intergovernmental) dan partisipasi publik, sehingga memungkinkan kebijakan yang diambil benar-benar dapat diaplikasikan. Implementor kebijakan harus merespon pertanyan tentang apa yang dapat dilakukann saat ini, bagaimana melakukannya, kapan waktunya.  Pertanyaan-pertanyaan tersebut membantu implementor untuk melakukan interpretasi secara jelas, teliti, konsisten sehingga memberikan dampak pada penyusunan program.

2. Perumusan Masalah
Berkaitan dengan interpretasi pelaksana kebijakan terhadap kebijakan pelestarian pohon Cendana pada kenyataannya belum dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan. Implementasi kebijakan pelestarian pohon Cendana belum menggembirakan, terbukti dari program-program pelestarian masih bersifat rutinitas sehingga belum mampu menyelesaikan permasalahan  dalam meningkatkan populasi Cendana. Masalah utama artikel ini adalah  sejauhmana  pelaksana kebijakan (implementor)  melakukan interpretasi peraturan daerah (Perda) kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor  25 Tahun 2001 Tentang Cendana. 
3. Tujuan Penelitian

Studi ini bertujuan untuk mengetahui  pengaruh   faktor  interpretasi pelaksana kebijakan   terhadap efektivitas   pelestarian pohon Cendana di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS).

4. Metode Penelitian
4.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan eksplanatory survey, sesuai dengan tujuan penelitian yang akan menjelaskan hubungan antar variabel, yaitu Pengaruh faktor interpretasi pelaksana kebijakan cendana terhadap efektivitas pelestarian pohon cendana.  Peneliti menggunakan desain tersebut karena tidak hanya menggambarkan dan menjelaskan fakta empirik yang ditemui dilapangan, tetapi juga melakukan analisis pengaruh variabel bebas (interpretasi) dengan variabel terikat (efektivitas pelestarian).
Penelitian yang merujuk pada desain eksplanasi tersebut, menggunakan satu pendekatan yaitu pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif secara sederhana lebih merujuk kepada pengumpulan data dan penganalisaan informasi secara statistikal dengan menggunakan uji statistik. Melalui pendekatan ini, data yang dikumpulkan bersifat kuantitatif dapat menjelaskan pengaruh faktor interpretasi pelaksana kebijakan cendana terhadap efektivitas pelestarian pohon cendana. 
4.2 Populasi dan Sampel

Berdasarkan unit analisis dari penelitian ini yaitu penyelenggara pelestarian pohon Cendana, sehingga yang menjadi populasi adalah semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pelestarian  pohon Cendana yang meliputi : aparat dinas kehutanan kabupaten TTS, aparat kantor kecamatan  di kabupaten TTS, aparat kantor kepala desa di  kabupaten TTS,  kelompok lembaga pemangku hutan. Jumlah populasi sebanyak 794.

Pemilihan Sampel dari masing-masing strata dilakukan dengan menggunakan teknik pengambilan sampel secara acak (simple random sampling).
Pengaruh Interpretasi terhadap efektivitas pelestarian pohon cendana di Kabupaten TTS  akan diuji dengan menggunakan analisis jalur (Path Analysis.  Untuk mendapatkan ukuran sampel minimum (n) dalam populasi, digunakan rumus Slovin (Bungin, 2005), sebagai berikut:

       n = 
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       Dimana:         

             n = Ukuran sampel minimum yang akan diambil

            N = Ukuran Populasi

            e  = Persentase kelonggaran ketelitian yang digunakan karena kesalahan   pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir (error). Tingkat error yang dipakai adalah 7,5 %

Dari Rumus tersebut dapat diketahui besaran sampel yaitu:

n = 
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Peneliti juga menentukan beberapa key person dari berbagai kelompok masyarakat dan juga dari kepala dinas kehutanan, kepala Sub dinas perencanaan pada dinas kehutanan, dan kepala bidang pada kantor Bappeda kabupaten Timor Tengah Selatan yang akan dijadikan sebagai  pembanding informasi dari responden. 
4.3 Skala Penilaian hasil indikator

Berdasarkan jumlah sampel selanjutnya dibuat pengkategorian hasil yang dicapai oleh setiap indikator/dimensi dengan menggunakan rumus:

RS= 
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dimana,

n= Jumlah sampel (dalam penelitian ini 145)

m=Jumlah alternatif jawaban tiap item (5 alternatif)

Berdasarkan analisis data kuesioner dengan menggunakan rumus diatas diperoleh rentang kategori indikator/dimensi penelitian dalam tabel 1                   
Tabel 1.  Kategori indikator/dimensi

	No
	Tingkat Pencapaian
	Kategori

	1

2

3

4

5
	613----729
496----612
379----495
262----378
145----261
	Sangat Tinggi

Tinggi

Sedang
Rendah

Sangat Rendah


                                  Sumber: Husain Umar (2003)
4.4 Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: 1) Observasi, 2) Wawancara, 3) Angket, 4) Dokumentasi.
5. Analisis dan Pembahasan
Analisis pengaruh faktor interpretasi pelaksana kebijakan cendana terhadap efektivitas pohon pelestarian cendana dilakukan menggunakan analisis jalur.
Deskripsi Hasil Pengukuran Indikator Interpretasi
Dimensi interpretasi diukur dengan 4 indikator yang meliputi komitmen mengenai keberhasilan pelestarian, kejelasan program, konsistensi pelaksanaan program dan penetapan prioritas. 
Berdasarkan  perhitungan seluruh indikator yang berkaitan dengan dimensi interpretasi, maka dapat ditentukan skor dan kategori seperti terlihat pada tabel 2.
Tabel 2.  Skor Dimensi Interpretasi
	No
	Indikator
	Skor
	Kategori

	1
	Komitmen mengenai keberhasilan pelestarian
	380
	sedang

	2
	Kejelasan program
	386
	sedang

	3
	Konsistensi program
	381
	sedang

	4
	Penetapan  prioritas
	379
	sedang

	
	Rata-rata Dimensi Interpretasi
	381.5
	sedang


           Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2008
Data pada tabel 2 di atas menunjukkan bahwa dimensi interpretasi dari implemetasi kebijakan pelestarian pohon cendana masih berada pada kategori sedang, artinya interpretasi aparat dalam menjabarkan kebijakan tentang pelestarian pohon cendana masih perlu ditingkatkan.

Pengujian Hipotesis 

Penelitian ini akan menguji apakah  faktor interpretasi  berpengaruh terhadap efektivitas pelestarian pohon Cendana di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur. 
Setelah prosedur pengujian simultan H0 ditolak, dan disimpulkan terdapat pengaruh  faktor interpretasi pelaksana kebijakan cendana terhadap efektivitas pelestarian pohon Cendana di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.  Pengukuran  kebermaknaan (signifikansi) pengaruh variabel independen (faktor interpretasi) terhadap variabel dependen (efektivitas pelestarian), maka dilakukan pengujian dengan uji t.  

Hipotesis yang diajukan adalah faktor interpretasi  berpengaruh terhadap efektivitas pelestarian pohon Cendana di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur”. 

Statistik uji yang digunakan adalah uji t, dimana thitung dapat dihitung melalui formula berikut:
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Keterangan:

Angka 3 menunjukkan 3 dimensi penelitian, namun dalam tulisan ini penulis hanya menampilkan 1 dimensi/faktor yaitu faktor interpretasi.

Selanjutnya nilai tersebut dibandingkan dengan nilai t tabel untuk n = 145 dengan taraf kesalahan 5% dan dk = n–k–1 = 145-3-1  = 141 adalah 1,977. 
 Hasil perbandingan antara t hitung dengan t tabel dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.  Uji Hipotesis Pengaruh X terhadap Y
	Hipotesis
	Koefisien

Jalur
	t hitung
	p-value
	t tabel
	Kesimpulan

Statistik

	Faktor interpretasi mempunyai pengaruh   terhadap efektivitas pelestarian pohon Cendana  
	0,488
	9,251
	0,000
	1,977
	H0 ditolak, terdapat pengaruh faktor interpretasi  terhadap efektivitas pelestarian pohon Cendana  



  Sumber :  Data Primer Hasil Penelitian 2008 (diolah)

Hasil pengujian hipotesis untuk melihat pengaruh parsial dapat diuraikan sebagai berikut 
Pengaruh faktor  interpretasi secara parsial terhadap efektivitas pelestarian pohon Cendana di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur ditunjukkan oleh koefisien jalur pYX2 sebesar 0,488. Hasil perhitungan diperoleh thitung sebesar 9,251 dan nilai ttabel untuk =0,05 dan derajat bebas 145-3-1= 141 sebesar 1,977. 

Hipotesis :

	H0 : (YX2 = 0
	Tidak terdapat pengaruh faktor interpretasi terhadap efektivitas pelestarian pohon Cendana di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur   

	H1 : (YX2 ( 0
	Terdapat pengaruh faktor interpretasi terhadap efektivitas pelestarian pohon Cendana di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur   


 Hasil uji empiris menyatakan penolakan terhadap H0 atau dengan kata lain menerima H1 karena diperoleh thitung = 9,251 > ttabel = 1,977 dan nilai signifikan (p-value) untuk X2 lebih kecil dari =  0,05. Diperoleh hasil pengujian hipotesis terdapat pengaruh yang bermakna pengaruh faktor  interpretasi  terhadap efektivitas pelestarian pohon Cendana di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Berdasarkan hasil perhitungan koefisien menunjukkan bahwa  faktor interpretasi pada implementasi kebijakan tentang cendana secara signifikan mempengaruhi efektivitas pelestarian pohon cendana di kabupaten Timor Tengah Selatan provinsi Nusa Tenggara Timur.
Besar Pengaruh faktor interpretasi Terhadap Efektivitas pelestarian pohon Cendana di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur 
Dari hasil pengujian pada bagian di atas diperoleh kesimpulan terdapat pengaruh yang signifikan (nyata) secara bersama-sama dan secara parsial variabel implementasi kebijakan tentang Cendana yang terdiri atas Dimensi organisasi,  Dimensi interpretasi dan Dimensi aplikasi terhadap efektivitas pelestarian pohon Cendana di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur  

Besar pengaruh faktor interpretasi terhadap efektivitas pelestarian cendana adalah sebagai berikut :

Besar Pengaruh  Dimensi interpretasi Terhadap Efektivitas pelestarian pohon Cendana di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur   

	Pengaruh X2 terhadap Y  langsung    
	= Pyx2 . Pyx2       
	

	
	= 0,488 x 0,488
	= 0,2386

	Pengaruh X2 terhadap Y  melalui X1  
	= Pyx2 . rx1x2 . Pyx1
	

	
	= 0,488 x 0,606 x 0,319
	= 0,0945

	Pengaruh X2 terhadap Y  melalui X3  
	= Pyx2 . rx2x3 . Pyx3
	

	
	= 0,488 x 0,672 x 0,199
	= 0,0655

	Total Pengaruh
	
	= 0,3985


Hasil perhitungan memperlihatkan bahwa kontribusi (pengaruh) langsung Dimensi interpretasi terhadap efektivitas pelestarian pohon Cendana di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebesar 23,86%.

Sementara itu adanya dua sub variabel implementasi kebijakan tentang Cendana lainnya yang saling berhubungan dengan Dimensi interpretasi memperbesar pengaruh Dimensi interpretasi terhadap efektivitas pelestarian pohon Cendana di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ditunjukkan oleh pengaruh tidak langsung melalui dimensi organisasi sebesar 9,45% serta yang melalui  dimensi aplikasi sebesar 6,55%. Hasil yang diperoleh menunjukan pengaruh  Dimensi interpretasi dari implementasi kebijakan tentang Cendana terhadap efektivitas pelestarian pohon Cendana di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur semakin besar ditunjang oleh sub-variabel implementasi kebijakan tentang Cendana yang lain.
Secara total pengaruh total pengaruh Dimensi interpretasi terhadap efektivitas pelestarian pohon Cendana di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah 39,85% dengan arah yang positif, yang berarti semakin baik Dimensi interpretasi akan menjadikan semakin tinggi efektivitas pelestarian pohon Cendana di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
 Dengan demikian menunjukkan bahwa baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu melalui dimensi lain dari implemementsi kebijakan, dimensi interpretasi berpengaruh terhadap efektivitas pelestarian pohon cendana di kabupaten Timor Tengah Selatan provinsi Nusa Tenggara Timur.
Pembahasan:
Sehubungan dengan kegiatan menafsirkan kebijakan  pelestarian pohon cendana di kabupaten Timor Tengah Selatan ini, teori implementasi kebijakan publik dari Jones (1984) belum diterapkan secara baik oleh para implementor kebijakan Cendana sehingga efektivitas pelestarian pohon Cendana belum berjalan sebagaimana yang diinginkan, kondisi tersebut berimplikasi pada tingkat  populasi pohon Cendana di Kabupaten Timor Tengah Selatan yang mengalami penurunan yang cukup berarti, sebagaimana terlihat pada tabel 4.
Tabel 4.    Populasi Pohon cendana di Kabupaten Timor Tengah Selatan

	Tahun
	Diamter > 30 Cm

(pohon yang tua)
	Diameter < 30 Cm

(pohon yang muda)
	Total

	2001
	71.652
	260.550
	332.202

	2002
	41.427
	209.513
	250.940

	2003
	21.052
	91.658
	112.710

	2004
	15.745
	60.975
	76.720

	2005
	14.253
	56.367
	70.620


            Sumber : Dinas Kehutanan Kabupaten TTS, 2010
Hasil Penelitian menunjukkan interpretasi (X) dengan indikator: komitmen mengenai keberhasilan program pelestarian, kejelasan program, konsistensi  program, dan penetapan prioritas program pelestarian. Hasil uji statistik diperoleh angka koefisien jalur 0,488 dengan pengaruh total X  ke Y adalah 39,85 % arah positif. Dari hasil penelitian dimensi interpretasi ini memperjelas bahwa interpretasi suatu kebijakan berpengaruh terhadap implementasi kebijakan publik. Artinya semakin baik interpretasi yang dilakukan oleh aparatur maka akan semakin efektif pula pelestarian pohon cendana di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Pentingnya interpretasi terhadap kebijakan publik oleh aparatur sejalan dengan pendapat Edward III (1980:17); Besley (2010), yang menyatakan bahwa kebutuhan utama bagi efektivitas pelaksanaan kebijakan adalah bahwa implementor harus mengetahui secara jelas apa yang seharusnya dilakukan. Jika kebijakan ingin dilaksanakan dengan tepat, arahan, dan petunjuk pelaksanaan tidak hanya diterima tetapi juga harus jelas. Ketidakjelasan mengenai apa yang seharusnya dilakukan implementor menyebabkan kebingungan bagi mereka, sehingga pada akhirnya mereka bertindak berbeda dengan pandangan dari atasan mereka. Sejalan dengan pandangan ini ditegaskan pula bahwa:
Berdasarkan hasil penelitian pengaruh faktor interpretasi terhadap efektivitas pelestarian pohon cendana di Kabupaten Timor Tengah Selatan menunjukkan bahwa jawaban responden umumnya berada pada kategori kurang sesuai. Untuk indikator tentang komitmen untuk pelestarian 47,6 % responden menyatakan kurang memiliki komitmen. Indikator kejelasan program, 51,7 % responden menyatakan bahwa program-program pelestarian adalah tidak jelas. Indikator konsistensi  program 38,6 % responden menyatakan program yang ada kurang konsisten. Indikator mengenai penetapan prioritas, terdapat 38,6 % responden menyatakan implementor kebijakan kurang menyusun prioritas untuk program pelestarian.

Fenomena ini kemudian dikaji lebih jauh kepada responden dan informan kunci yang memahami secara jelas kondisi pelestarian pohon cendana di Kabupaten Timor Tengah Selatan, berdasarkan hasil wawancara diketahui beberapa hambatan menyangkut interpretasi dari kebijakan pelestarian, yaitu:

1. Interpretasi sulit dilakukan oleh implementor oleh karena implementor sudah terbiasa melaksanakan tugas berdasarkan petunjuk-petunjuk yang ada. Para pelaksana kurang mampu mengambil tindakan diluar dari petunjuk yang ada. padahal seringkali mereka dihadapkan pada ketiadaan petunjuk-petunjuk tersebut, misalnya dalam kasus pelestarian pohon cendana ini belum ada semacam juklak dan juknis yang bersifat baku. 

2. Umumnya para pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan memiliki komitmen yang relatif  rendah terhadap upaya pelestarian pohon cendana.  Rendahnya komitmen mereka diidikasikan dari (1) program-program pelestarian pohon cendana bukan program prioritas bidang pelestarian, masih ada program yang lain yang lebih utama misalnya penanaman pohon jati dan pohon kemiri (2) alokasi anggaran yang disediakan untuk proyek pelestarian pohon cendana relatif sangat sedikit (3) penerbitan Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan No.8 Tahun 2002 tentang penetapan harga dasar jual kayu cendana, padahal sebenarnya tidak perlu ada surat keputusan ini, karena akan semakin menghabiskan populasi pohon cendana di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

3. Motivasi dari para implementor untuk melestarikan pohon cendana menjadi menurun disebabkan oleh karena pohon cendana ini adalah merupakan tanaman yang membutuhkan perlakuan istimewa/khusus yang berbeda dari tanaman lain, sebagaimana diketahui bahwa keberhasilan tumbuh cendana dari anakan menjadi pohon yang tegakannya berumur 2 tahun adalah maksimal 20 %. Selain itu juga dipengaruhi oleh minat masyarakat untuk menanam pohon cendana sangat rendah akibat dari perlakuan pemerintah kepada masyarakat yang mengabaikan hak-hak mereka.
4. Menonjolnya pengaruh interpretasi terhadap efektivitas pelestarian pohon cendana karena interpretasi dari para pelaksana kebijakan memegang peranan utama untuk menterjemahkan substansi kebijakan tentang Cendana di kabupaten Timor Tengah Selatan. Keberhasilan para pelaksana tersebut untuk menginterpretasi secara benar kebijakan tentang cendana akan mempengaruhi komitmen mereka dalam menyukseskan program-program pelestarian yang dicanangkan, dan juga memahami dengan jelas program pelestarian sehingga mengarahkan tindakan mereka untuk senantiasa konsisten dalam menyusun program berikutnya sebagai program yang prioritas. Dimensi ini menonjol pengaruhnya dalam kegiatan pelestarian pohon cendana di kabupaten Timor Tengah Selatan karena didukung oleh beberapa tenaga teknis yang dimiliki oleh Dinas Kehutanan kabupaten Timor Tengah Selatan yang berkualifikasi sarjana kehutanan dan  berbagai kegiatan pelatihan yang pernah mereka ikuti yang berhubungan dengan manajemen pelestarian dan teknik kultivasi sehingga  menjadi modal bagi mereka untuk melakukan interpretasi dengan baik terhadap kebijakan pelestarian pohon cendana.
Faktor lain yang berpengaruh
1. Partisipasi Masyarakat

Menurut  Holden (2010), dan Thomas et al (2012) partisipasi masyarakat meliputi berbagai bentuk :

a. Participation in decision making, adalah partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan dan kebijaksanaan organisasi.

b. Participation in implementation, adalah partisipasi dalam kegiatan pelaksanaan putusan yang ditetapkan.
c. Participation in benefit, adalah partisipasi dalam pemanfaatan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai.

d. Participation in evaluation, adalah partisipasi dalam bentuk keikutsertaan menilai serta mengawasi kegiatan pembangunan dan hasil-hasilnya.

 Sejalan dengan itu Mohan (2007) membagi jenis partisipasi dalam pembangunan sebagai berikut :

a. Participation in decesion making (partisipasi dalam pengambilan keputusan)

b. Participation in implementation of development programmers and projects (partisipasi dalam pelaksanaan program dan pembangunan)
c. Participation in sharing the benefits of development (partisipasi dalam berbagai manfaat pembangunan).

d. Participation in monitoring and evaluation of development programmers and projects (partisipasi dalam bentuk pengawasan dan evaluasi program serta proyek pembangunan).
Dengan demikian partisipasi atau peran serta mengandung arti (1) turut memikul “tanggung Jawab” tertentu secara proporsional, kemampuan, peran masing-masing, serta tantangan pembangunan yang dihadapi sehingga (2) memberi manfaat dalam pencapaian tujuan bersama secara optimal.

Berkaitan dengan upaya melestarikan tanaman cendana di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), maka ada 3 aspek penting menurut Gunawan (2002) yang perlu mendapat perhatian yaitu law enforcement (pelaksanaan hukum), conservation campaign (penyuluhan tentang pentingnya pelestarian) dan prosperity approach (pendekatan kemakmuran), ketiga aspek tersebut saling menunjang untuk mencapai keberhasilan pelestarian cendana. Tanaman cendana yang merupakan unggulan bagi masyarakat dan pemerintah daerah yang memiliki nilai historis dan banyak memberikan manfaat bagi masyarakat dan daerah Kabupaten TTS akan mengalami kepunahan manakala pelestarian tidak berhasil, oleh karena upaya pelestarian ini sangat menentukan masa depan pohon cendana.

Pengelolaan kegiatan pelestarian tanaman cendana perlu didasarkan pada prinsip partisipatif, transparan, berkesinambungan, akuntabilitas serta efisiendan efektif. Sistem rehabilitasi merupakan sistem yang terbuka, yang melibatkan para pihak yang berkepentingan. Dengan demikian pada prinsipnya rehabilitasi tanaman cendana diselenggarakan atas inisiatif bersama para pihak , Dengan kata lain rehabilitasi dilaksanakan melalui partisipasi masyarakat.
Pengalaman menunjukkan bahwa masyarakat kurang berpartisipasi dalam upaya pelestarian tanaman cendana karena kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah cenderung mengabaikan nilai keadilan sosial dan  hak-hak masyarakat untuk mendapatkan manfaat dari pengelolaan cendana (Rohadi et al, 2002). Bagaimana dapat dikatakan adil tindakan pemerintah jika pohon Cendana yang tumbuh pada lahan milik masyarakat/petani diregistrasi dan diwajibkan  untuk dipelihara sampai besar. Selanjutnya masyakat tidak berhak atas kepemilikannya, atau bila terjadi kematian atas pohon tersebut masyarakat mendapatkan sanksi berupa denda atau kerja bakti di kantor desa.

 Kebanyakan pendekatan yang digunakan adalah sistem “top down” yang cenderung memberikan suara dan wewenang kepada kepentingan penguasa, sedangkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat lokal kurang diperhatikan. Hal ini mengakibatkan berkurangnya akses penduduk lokal terhadap sumber daya bagi kesejahteraannya, suara mereka kurang terwakili dalam proses pengambilan keputusan.

Diperlukan kebijakan yang lebih mudah dan konsisten, sehingga lembaga-lembaga yang berkepentingan dalam rangka pelestarian cendana dapat memainkan perannya dan menerapkan sistem yang efektif. Menurut temuan Marks (2002) bahwa pengelolaan Cendana oleh pemerintah daerah tidak efisien dan tidak adil karena hasil dan manfaat dari pengelolaan lebih banyak dinikmati oleh pemerintah daerah, ini merupakan suatu  ujian  kebijakan desentralisasi politik ekonomi.
 2. Nilai-nilai (Values)

Menurut Colebatch (2010), bahwa keberhasilan suatu kebijakan sangat ditentukan oleh Sejauhmana kebijakan tersebut memperhatikan nilai-nilai yang dianut, baik dari pelaksana kebijakan maupun nilai yang berlaku di masyarakat dimana kebijakan tersebut diterapkan.

Nilai dalam organisasi pada hakekatnya sesuatu yang dianggap penting untuk dijadikan pedoman dalam mencapai suatu tujuan bersama. Schein (1985) nilai dinyatakan sebagai:

“Asumsi dasar, yang ditemukan atau dikembangkan oleh sekelompok orang ketika mereka belajar mengatasi masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal, yang telah berhasil baik sehingga dianggap absah untuk diajarkan kepada para anggota sebagai pedoman berperilaku”.

Dari pandangan diatas, maka sistem nilai dapat dinyatakan sebagai suatu susunan prinsip dan aturan untuk membantu seseorang memilih alternatif, mengatasi konflik, dan membuat keputusan, nilai terwujud menjadi budaya. Tachjan (2006), lebih jauh mengemukakan bahwa:

“Norma-norma perilaku dan pola sikap merupakan seperangkat nilai dari adanya kebersamaan pengertian (shared meaning) para anggota organisasi dalam kepercayaan, asumsi, persepsi, preferensi, pandangan dan sikapnya dalam mengatasi masalah. Shared meaning, shared understanding, atau collective mind, adalah kebersamaan pengertian para anggota organisasi dalam memiliki dan menggunakan nilai-nilai sebagai ciri khas, berlaku lama, berbeda dari organiasi lain, dan dapat diajarkan dari generasi ke generasi berikutnya”.

Nilai-nilai ini yang menciptakan artifak yang berupa teknologi, seni, pola perilaku. Nilai-nilai ini timbul disebabkan oleh adanya asumsi dasar yang berkaitan dengan saling hubungan dengan lingkungannya, sifat dari realitas waktu dan tempat; sifat dari alam manusia; sifat dari aktivitas manusia; dan sifat dari hubungan manusia. 

Nilai-nilai bersama akan menjadi pegangan anggota organisasi dalam menjalankan kewajiban dan merupakan landasan berperilaku, serta menjadi pedoman untuk menghadapi persoalan eksternal dan usaha penyesuaian integrasi ke dalam organisasi sehingga mereka mengetahui bagaimana mereka harus bertindak.

Dari sisi organisasi, secara strategis keberhasilan organisasi mencapai tujuannya menurut Thompson (1999), tergantung pada kesesuaian beberapa dimensi yang ada pada organisasi yaitu, dimensi lingkungan (environment),  dimensi Sumber daya (resources), dan dimensi nilai (values), Thompson (1999:280) mengemukakan:

“How effective strategic management implies a congruence between an organization’s environment, its resources and its values and culture. The environment is the source of opportunities and threats-external key success factors. Resources constitute strengths and weaknesses. Strategic compentencies and capabilities which either match, or fail to match, environmental needs…. the values of E-V-R analysis is fact that it provide a straightforward  framework for assessing the organisation’s existing strategic and strategic needs”.
Nilai-nilai yang terdapat pada organisasi mendukung keberhasilan tujuan organisasi sangat bergantung kepada kepemimpinan yang kuat dengan kejelasan misi, tujuan, dan nilai-nilai itu sendiri.
Persoalan tentang pentingnya dimensi nilai atau faktor lingkungan dalam implementasi kebijakan publik telah dimasukkan oleh beberapa penulis antara lain, Smith (2004); Rhodes and Wanna (2007). 
Sedangkan Preuss dan Dixon (2012), mengemukakan faktor lingkungan sebagai salah dimensi untuk melihat implemetasi kebijakan publik. Faktor lingkungan adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh penerapan kebijakan, dapat berupa kondisi budaya, sosial, politik, dan ekonomi. Pemahaman atas pengaruh faktor lingkungan memang sangat penting karena kebijakan publik tidak mungkin terlepas dari pengaruh lingkungan dimana kebijakan itu dibuat dan dilaksanakan, termasuk dalam faktor lingkungan adalah kultur politik, opini masyarakat, sistem sosial, dan sistem perekonomian. 
6. Kesimpulan dan Rekomendasi
5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa:

Faktor interpretasi pelaksana kebijakan Cendana secara signifikan berpengaruh terhadap efektivitas pelestarian pohon Cendana di kabupaten Timor Tengah Selatan provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal ini menunjukkan bahwa peranan  interpretasi  merupakan media pendekatan dalam meningkatkan efektivitas pelestarian pohon Cendana di kabupaten Timor Tengah Selatan provinsi Nusa Tenggara Timur. Interpretasi para pelaksanan kebijakan cendana seharusnya diingkatkan lagi agar efektivitas pelestarian pohon cendana tercapai.
Selain itu terdapat faktor lain yang perlu mendapat perhatian jika efektivitas pelestarian pohon cendana di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) ingin ditingkatkan. Faktor lain tersebut adalah faktor partisipasi  masyarakat dan faktor nilai-nilai yang berlaku, baik nilai pada aparat pelaksana maupun pada masyarakat yang menjadi target/sasaran pelestarian.

5.2 Saran-saran

a. Bagi aspek keilmuan

Saran-saran yang bersifat pengembangan aspek keilmuan yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Hasil temuan penelitian menunjukkan adanya dukungan terhadap teori implementasi kebijakan dari Jones (1984) yang berdimensi organisasi, interpretasi, dan aplikasi dengan efektivitas pelestarian pohon cendana. Karena adanya keterbatasan dalam penelitian ini, maka diperlukan tindak lanjut melalui penelitian berikutnya, agar teori dari Jones(1984) yang didukung oleh hasil penelitian ini menjadi lebih teruji lagi. Urgensi penelitian lanjutan tersebut karena kenyataannya penelitian ini hanya memfokuskan kepada pengujian kebermaknaan dan pengukuran terhadap efektivitas pelestarian pohon Cendana di kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

2. Penelitian ini menggunakan metode eksplanatori survey dalam desain kuantitatif. Untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang proses implementasi kebijakan Cendana khususnya faktor interpretasi, maka diperlukan model yang lebih komprehensif dan baku sehingga dapat menjelaskan  dimensi interpretasi  secara utuh.
3. Dalam penelitian ini ditemukan faktor lain yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan publik. Oleh karena itu diharapkan dilakukan penelitian lanjutan dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan bidang ilmu administrasi publik, khususnya tentang implementasi kebijakan.
b. Bagi aspek guna laksana (praktis)

Saran-saran yang bersifat guna laksana (praktis) yang penulis dapat kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelestarian pohon Cendana di kabupaten Timor Tengah Selatan provinsi Nusa Tenggara Timur, maka diharapkan pula upaya peningkatan efektivitas  interpretasi oleh para pelaksana kebijakan pelestarian Cendana.

2. Peningkatan efektivitas interpretasi dalam implementasi kebijakan tentang Cendana dapat dilakukan melalui cara merubah pola pikir (mindset) penentu kebijakan dan implementor dari sekedar menjalankan rutinitas tugas menjadi tugas mulia bagi kepentingan generasi kini dan generasi mendatang; dari berpikir jangka pendek menjadi berpikir jangka panjang sehingga membentuk pola pikir yang berkomitmen mewujudkan keberhasilan pelestarian pohon Cendana di kabupaten Timor Tengah Selatan provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Untuk membantu proses pengambilan kebijakan berikutnya yang bersifat operasional dalam meningkatkan efektivitas pelestarian pohon Cendana, maka diperlukan pendataan ulang (up date) data-data dasar (date base) yang menyangkut luas areal/lahan yang sudah dan yang belum ditanami, jumlah yang pasti dari populasi pohon Cendana, data sertifikasi areal baik yang dimiliki oleh masyarakat maupun oleh pihak swasta.
4. Peningkatan faktor lainnya yang turut berpengaruh terhadap efektivitas pelestarian pohon Cendana adalah perhatian pada faktor nilai-nilai. Perhatian pada faktor ini dapat dilakukan melalui sosialisasi Peraturan Daerah nomor 25 tahun 2001 agar masyarakat memahami mengenai adanya perubahan mengenai hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat dari kegiatan pembudidayaan pohon cendana; melaksanakan hukum secara konsekwen dari berbagai pelanggaran menyangkut Cendana dan terakhir perlu dilakukan  peningkatan kesejahteraan masyarakat di lingkungan lokasi pelestarian pohon Cendana.
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